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Bongkar Kasus Suap Reklamasi

JAKARTA (Poskota) - Ketua
Dewan Penasehat Kongres Ad-
vokat Indonesia (KAl) HM Rus-
di Taher SH MH meminta agar
institusi penegak hukum seper-
ti KPK atau Jajaran Jampidsus
Kejaksaan Agung, membong-
kar secara tuntas kasus suap
reklamasi yang telah menelan
2 korban.

Kedua tersangka tersebut
yaitu Arisman (mantan CEO PT
Agung Podomoro Land) dan
Sanusi (mantan Anggota DPRD
Provinsi DKI Jakarta). Keduan-
ya kini dikabarkan sudah keluar
dari Lapas Sukamiskin Band-
ung.

Rusdi Taher yang juga per-
nah menjabat Wakil Ketua Komi-
silll DPR Rl pada tahun 1992-
1997 dan kini berprofesi sebagai
advokat ini menyatakan bah-
wa hukum yang berintikan ke-
adilan, kepastian hukum dan ke-
manfaatan, harus benar-benar
ditegakkan di bumi pertiwi ini.

"Oleh karena itu penegak-
kan hukum dalam kasus reklam-
asi, jangan berhenti menindak
dan menghukum kedua orang itu
saja, sedangkan yang diduga se-
bagai aktor intelektual dari kasus
tersebut, ongkang-ongkang kaki,
menari-nari di atas penderitaan
orang lain serta bebas berkeli-
aran di dalam dan di luar negeri,
karena memiliki kekuasaan eko-
nomi, dan banyak harta yang di-
duga dapat membeli segalan-
ya, termasuk hukum," kata Rus-
di Taher.

Rusdi Taher yang dikenal
sangat tegas dan tidak men-
genal kompromi dalam
memberantas kejahatan
sewaktu menjabat se-
bagai Kajati DKI Ja-
karta, menegaskan,
ia mengetahui ban-

ﬂc

yak masalah di DKI Jakarta, ter-
masuk banyak tahu mengenai ka-
sus suap reklamasi, karma seb-
agai salah satu tokoh masyarakat,
mantan Anggota Muspida DKI Ja-
karta banyak menerima informasi
dari berbagai pihak yang menilai
terdapat ketidakadilan dalam pe-
negakan hukum kasus tersebut

"Pertanyaannya adalah apa-
kah benar cukup 2 orang yang
saya sebutkan di atas, yang ter-
libat dalam kasus reklamasi?
Apakah bos PT APL yang berin-
isial TKH henar-benar tidak terli-
bat dalam kasus suap reklamasi?
atau malah mungkin dia adalan
Aktor intelektualnya?," tanya Rus-
di Taher.

Bahkan Rusdi Taher me-
nyatakan walaupun PT APL atau
APG adalah sebuah perusahaan
raksasa, akan tetapi jika cukup
bukti menurut hukum melakukan
kejahatan korporasi maka institusi
penegak hukum jangan segan se-
gan menetapkannya sebagai ke-
jahatan korporasi.

"Banyak hal yang saya keta-
hui mengenai perusahaan terse-
but, termasuk salah satu dian-
taranya adalah salah satu pe-
rusahaan klien saya sungguh
-sungguh diduga telah didzolimin-
ya, karma merasa memiliki kekua-
tan ekonomi dan mungkin merasa
dekat dengan lingkaran kekua-
saan," papar Rusdi Taher,

Ini menurutnya, domain

aparal penegak hukum untuk me-
nyelidikinya lebih mendalam dan
tidak terkesan justru membebas-
kan yang bersangkutan dari kes-
alahan, bahkan Rusdi Taher juga
mengatakan diduga terdapat ke-
anehan dalam kasus ini karena ti-
dak mengungkap secara tuntas
kasus ini

"Begitu pula yang disuap
dalam kasus reklamasi, apak-
ah benar hanya Sanusi yang terli-
bat? apakah anggota DPRD DKI
Jakarta lainnya, atau pimpinan
DPRD DKI Jakarta pada saat itu
betul-betul tidak terlibat?," tanya
Rusdi kembali.

Menurut Rusdi Taher, hal itu
sepertinya tidak masuk akal jika
hanya 1 orang anggota DPRD
yang terlibat dalam kasus terse-
but. Untuk itu ia minta saatnya
sekarang ini institusi penegak hu-
kum seperti KPK atau Kejaksaan
Agung menunjukkan kepada ma-
syarakat bahwa
"Hukum itu adalah

panglima di neg-
eriini, dan bu-

kan uang yang

-, jadi Panglima".
' (Wanto/ham)
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